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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Pemanggilan RUPS yang dilakukan Kuk Bong Yi terhadap 

Pemegang Saham terbesar jelaslah memiliki maksud dan tujuan 

tersembunyi yaitu: 

1) Ada maksud agar Bali Bias Putih Korea Co.ltd. tidak datang dalam 

RUPSLB pertama dan kedua; 

2) Agar quorum turun pada pemanggilan kedua; 

3) Agar Kuk Bong Yi tetap menjadi direktur utama sehingga bisa 

mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kemauannya. 

Perbuatan Kuk Bong Yi ini selaku Direktur Utama jelaslah tidak 

mencerminkan Prinsip-Prinsip GCG. Dalam melakukan pengurusan 

Perseroan, Direksi harus melakukan pengurusan dengan menerapkan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 97 ayat (2) UUPT. Pengurusan yang dimaksud tentunya termasuk 

juga dalam hal menyelenggarakan RUPS. Jadi makna GCG dalam hal ini 

adalah bahwa Direksi dalam melakukan pemanggilan harus melakukan 

upaya sedemikian rupa sehingga seluruh pemegang saham bisa hadir. 
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B. Saran

Saran dari Penulis adalah  bunyi Pasal 82 ayat (2) UUPT 2007 

sebenarnya sudah baik hanya dapat disalahgunakan. Kata dan/atau 

memang akan menimbulkan permasalahan yang besar apabila hanya 

diartikan secafa harafiah. Seharusnya bunyi pasal tersebut lebih diperjelas

dan seharusnya ada aturan yang detail dan rinci sebagai bentuk kepastian 

hukum tentang masalah itikad baik direksi, dalam hal pendefinisian, 

metode penerapan dan sebagainya. Sebaiknya di dalam Pasal 82 ayat (2) 

tesebut kata dan/atau diganti menjadi dan saja. Majelis Hakim dalam 

memutus perkara juga sebaiknya menimbang dengan berbagai aspek dan 

menimbang dengan pasal-pasal lainya yang mewajibkan Direksi bertindak 

berdasarkan prinsip-prinsip GCG, karena prinsip-prinsip GCG adalah 

mandatory rule dalam dunia bisnis.
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